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KATA PENGANTAR
Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah 
berdampak banyak terhadap aspek kehidupan 
masyarakat. Baik itu dalam konteks relasi sosial, 
budaya, politik, maupun ekonomi. Salah satu teknologi 
yang cukup berkembang dan berdampak ini adalah 
teknologi bisnis keuangan, yang di dalamnya termasuk 
teknologi pinjaman utang secara online.

Teknologi tersebut menggunakan medium aplikasi 
digital, dimana warga mendaftarkan dirinya dan 
membuat akun agar dapat mengajukan permohonan 
pinjaman/utang secara online. Semua itu dilakukan 
dengan menjalankan ketentuan dan syarat yang harus 
dipenuhi, seperti mengisi data diri, mengunggah foto 
diri, mengunggah kartu identitas, dan lain sebagainya 
melalui gawai telepon genggam. 

Sebagian besar permohonan utang pinjaman online 
tersebut dikabulkan, sejumlah uang ‘cair’, dan nasabah 
kemudian lancar dalam mencicil serta melunasi 
utang pinjaman online tersebut. Namun nestapa dan 
nasib naas pun menimpa banyak orang yang menjadi 
konsumen pinjaman online. Sebagian besar dari 
mereka tak mampu melunasi utang karena tingginya 
bunga utang. Selain itu, mereka juga tercekik dengan 
pemotongan biaya admin maupun biaya denda akibat 
keterlambatan pelunasan utang.
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Mereka ini yang kemudian menjadi korban teror 
penagihan pinjaman online, data pribadinya disebar 
dan disalahgunakan, bahkan sampai mengalami 
kekerasan seksual secara online. Banyak dari mereka 
mengalami kebingungan dan tekanan mental karena 
permasalahan ini.

Berkaca pada tingginya kasus permasalahan aplikasi 
pinjaman online dari tahun ke tahun, LBH Jakarta 
berinisatif untuk menyusun sebuah buku saku 
yang dapat menjelaskan secara ringkas dan padat 
permasalahan pinjaman online maupun kekerasan 
seksual secara online kepada publik, beserta langkah-
langkah yang bisa diupayakan ke depannya.

Harapannya melalui buku tersebut, dapat membantuk 
masyarakat maupun konsumen pinjaman online 
yang umumnya tidak memiliki pengetahuan hukum 
mendalam dapat memahami aturan-aturan hukum 
terkait yang dapat digunakan untuk meringankan 
maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Jakarta, Desember 2020 

Tim Penulis
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SAMBUTAN DARI  
DIREKTUR LBH 
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Layanan pinjaman berbasis online tumbuh menjamur 
ditengah terus meningkatnya kebutuhan masyarakat 
akan layanan pinjaman dana tunai.  Namun sayangnya, 
pesatnya pertumbuhan  layanan pinjaman online 
tersebut justru cenderung menjadi ruang untuk 
mengeruk keuntungan bukan untuk meningkatkan 
produktifitas masyarakat dan mewujudkan layanan 
akses pinjaman keuangan yang inklusif untuk masyarakat 
marginal. Sehingga, layanan pinjaman online tidak 
ubahnya seperti “lintah darat” di era internet yang 
bertransformasi dalam layanan online yang semakin 
mudah, cepat dan luas untuk mendapatkan korbannya. 
Tak hanya itu, layanan pinjaman online ini justru 
memunculkan praktik kejahatan yang mengancam hak 
atas privasi dan hak atas rasa aman para penggunanya. 

Negara melalui Otoritas Jasa Keuangan memang telah 
menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 
Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, regulasi  
tersebut belumlah memadai untuk mengatur dan 
mengawasi penyedia jasa layanan pinjaman online 
serta memberikan jaminan perlindungan terhadap  
masyarakat selaku pengguna. Akibatnya, masyarakat 
sebagai konsumen  rentan menjadi korban layanan 
pinjaman online yang melawan hukum.
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Padahal, jika kita tilik dalam penjelasan aturan POJK, 
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 
informasi diselenggarakan  dengan harapan dapat 
memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, 
mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing 
di masyarakat. Selain itu, dapat menjadi salah satu 
solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh 
akses pendanaan. Intinya agar hadir Inklusi keuangan 
dimasyarakat. Sayang, praktiknya masih jauh panggang 
dari api. 

Selama kurun waktu 2018-2020, masalah pinjaman 
online menjadi salah satu kasus terbanyak yang 
diadukan ke LBH Jakarta. Beberapa masalah pokok 
yang diadukan diantaranya adalah: (i). Bunga yang 
sangat tinggi; (ii). Praktik pengambilan, pengumpulan 
dan penyebaran data pribadi secara melawan hukum, 
dan (iii). Berbagai upaya penagihan dengan ancaman 
kekerasan yang kerap dilakukan oleh perusahaan 
penyelenggara aplikasi pinjaman online. Kekerasan 
tersebut beragam mulai dari kekerasan yang bersifat 
fisik hingga kekerasan seksual berbasis gender secara 
online. Ironisnya, hal tersebut juga terjadi ketika 
masyarakat, konsumen pengguna layanan menjadi 
korban terdampak Covid-19. 
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Terus terjadinya kasus yang pada akhirnya menjadikan 
masyarakat sebagai korban praktik melawan hukum 
penyelenggara jasa pinjaman online tidak lain akibat 
dari kelalaian negara dalam melindungi warganya. 
Negara melalui OJK semestinya lekas merevisi aturan 
yang ada dengan memberikan batasan penetapan 
bunga, memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi 
terhadap penyelenggara layanan dan perlindungan 
terhadap hak-hak warga pengguna layanan. Jika tidak 
negara sebetulnya sedang menjadi pelaku pembiaran 
penindasan warga atas nama kepentingan ekonomi.

Oleh karena itu, harus ada alternatif perlindungan 
terhadap masyarakat terhadap berbagai persoalan 
diatas ditengah terbatasnya akses bantuan hukum 
bagi masyarakat marginal dan masih minimnya peran 
negara dalam perlindungan hak warganya. LBH Jakarta 
melalui penerbitan buku Self Help Tool Kit: Bagaimana 
Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online 
dan Kekerasan Berbasis Gender-Online ini berharap 
masyarakat lebih memahami resiko penggunaan 
pinjaman online dan  berhati-hati dalam memanfaatkan 
layanan pinjaman online serta secara aktif dapat 
melakukan langkah advokasi secara mandiri untuk 
menghadapi persoalan hukum yang timbul dari praktik 
layanan pinjaman online yang melawan hukum. 
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Akhir kata, selamat kepada teman-teman penyusun 
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SEJUMLAH PERMASALAHAN 
DALAM PINJAMAN ONLINE

x
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JIKA MENGALAMI 
INTIMIDASI DAN 
ANCAMAN KEKERASAN1.



2

Pernah nggak sih, saat kamu mengajukan 
utang lewat aplikasi pinjaman online 
dan kesulitan melunasi utang, tapi kamu 
malah mendapatkan sumpah serapah?! 
Atau bahkan justru mendapatkan 
intimidasi dan ancaman kekerasan?

Kalau sudah gini maka kamu telah 
mengalami semacam intimidasi dan 
ancaman kekerasan. Sederhananya, 
suatu perbuatan bisa disebut sebagai 
intimidasi dan ancaman kekerasan. 
Jika pada perbuatan tersebut terdapat 
muatan-muatan ancaman yang 
mengarah pada kekerasan ataupun 
menimbulkan rasa takut.

***
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Ada banyak macam, bentuk, dan cara intimidasi dan 
ancaman kekerasan bisa terjadi. Misalnya ancaman 
secara tertulis, dimana dalam tulisannya menyatakan 
akan memukul, membunuh, menembak, dan sebagainya 
bila tidak membayar lunas utang. Atau secara lisan, 
dimana dalam pernyataan sang pelaku mengatakan 
akan melakukan kekerasan jika kamu tidak melunasi 
utang dan sebagainya.

Ada juga ancaman yang ia tidak memuat pernyataan 
kekerasan secara eksplisit, tapi pesan yang disampaikan 
dalam ancaman tersebut menimbulkan rasa takut 
dan ngeri bagi pembacanya. Ini juga termasuk pada 
bentuk intimidasi dan ancaman kekerasan. Tapi pada 
dasarnya apa pun medium yang dijadikan pelaku 
sebagai penghantar pesan, selama di dalamnya 
memuat konten berupa ancaman praktik kekerasan 
dan menimbulkan rasa takut, maka hal tersebut dapat 
dipastikan merupakan bentuk intimidasi dan ancaman 
kekerasan.

Sari sedang mengalami kesulitan ekonomi 
karena ia tidak dapat bekerja selama 
masa pandemi COVID-19. Ia kemudian 
mengajukan utang ke aplikasi pinjaman 
online “Maju Kena, Mundur Kena” dengan 
nominal Rp. 3.000.000,-, dengan bunga 
per-hari sebesar 2%. Utang dan bunganya
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tersebut harus dilunasi dalam jangka 
waktu 2 (dua) minggu. Namun ternyata 
Sari tidak dapat langsung melunasinya. 
Tapi pihak aplikasi pinjaman online 
tidak mau tahu. Akhirnya, pihak aplikasi 
tersebut melakukan teror kepada Sari 
sembari mengancam akan menyebarkan 
data pribadi dalam telepon Sari

Naahhh... Hal ini merupakan tindak pidana 
ancaman dan intimidasi, sob. Untuk itu 
kamu bisa melaporkan tindakan ini kepada 
kepolisian setempat.

Perbuatan intimidasi dan ancaman kekerasan sendiri 
adalah perbuatan yang dilarang di Indonesia, khususnya 
dalam ketentuan Pasal 368 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana). Perbuatan kayak gini disebut 
juga sebagai perbuatan pemerasan, yang pelakunya 
bisa dipenjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 

   Pasal 368 ayat 1 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu  
atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
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Kalau perbuatannya dilakukan dengan menggunakan 
medium elektronik, misalnya melalui aplikasi sosial 
media baik itu lewat chatting, email maupun telepon, 
dan menimbulkan rasa takut, maka hal tersebut 
dilarang juga dalam ketentuan Pasal 29 juncto Pasal 
45B UU ITE (UU No. 19 Tahun 2016 juncto UU No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Bagi 
pelaku yang melakukannya, dapat diancam pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah).

   Pasal 29 UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 
menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

   Pasal 45B UU ITE

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa 
hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan 
atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh 
ratus lima puluh juta rupiah)
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Bila kamu mendapatkan intimidasi dan 
ancaman kekerasan, jangan khawatir 
berlebihan sob. Kamu harus tetap berpikir 
tenang dan jernih untuk menentukan 
langkah berikutnya ke depan. Salah satu 
langkah bisa diambil adalah melakukan 
langkah hukum seperti membuat Laporan 
Pidana ke Kepolisian. 

Namun sebelum membuat Laporan 
Pidana di Kepolisian, sebaiknya kamu 
mempersiapkan terlebih dahulu bukti 
permulaan sebagai dasar pengajuan 
laporan. Bukti tersebut bisa berupa: 
a) Rekaman Suara; 
b) Rekaman Video; 
c) Tangkapan Layar Teks Pesan; 
d) Saksi-saksi; 
e) dan lain sebagainya.

***
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DATA PRIBADI DAN DATA 
KEPENDUDUKAN MALAH 
DISEBARLUASKAN 
TANPA PERSETUJUAN2.
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Banyak dari kasus teror aplikasi 
pinjaman online dilakukan dengan cara 
menyalahgunakan data pribadi dan data 
kependudukan milik konsumennya. 
Mulai dari foto diri, foto e-KTP, penyebaran 
nomor kontak, dan sebagainya.

Padahal data pribadi adalah bagian dari 
hak pribadi (privacy rights), dimana hak 
pribadi tersebut mengandung pengertian 
yang antara lain sebagai berikut:

Hak pribadi merupakan hak untuk 
menikmati kehidupan pribadi dan 
bebas dari segala macam gangguan.

Hak pribadi merupakan hak untuk 
dapat berkomunikasi dengan Orang 
lain tanpa tindakan memata-matai. 

1

2
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Artinya saat data pribadi maupun data 
kependudukan seseorang disebarluaskan 
begitu saja oleh pihak lain tanpa 
adanya persetujuan dari pemilik data 
dan kemudian menimbulkan dampak 
kerugian baik secara materiil maupun 
imateriil, termasuk gangguan keamanan 
diri, maka ia dapat dikategorikan sebagai 
tindakan penyebaran data pribadi dan 
melanggar hak privasi.
 
***

3 Hak pribadi merupakan hak untuk 
mengawasi akses informasi 
tentang kehidupan pribadi dan data 
seseorang.
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BENTUK-BENTUK PENYEBARAN DATA 
PRIBADI DAN DATA KEPENDUDUKAN

Dalam praktiknya, ada banyak bentuk-bentuk 
penyebaran data pribadi dan data kependudukan yang 
terjadi dan dialami oleh konsumen aplikasi pinjaman 
online. Bentuk-bentuk yang kerap terjadi tersebut 
antara lain:

Penyebaran foto e-KTP milik konsumen aplikasi      
pinjaman online

Penyebaran foto diri atau poster atau meme  
konsumen aplikasi pinjaman online

Penyebaran nomor kontak konsumen aplikasi  
pinjaman online

Penyebaran data, seperti dalam galeri foto, video, 
dan lain-lain yang ada di telepon seluler milik 
konsumen aplikasi pinjaman online

Penyebaran aib, tuduhan, fitnah, termasuk jumlah 
nominal utang konsumen aplikasi pinjaman online 
kepada orang lain maupun publik

1.

2.

3.

4.

5.
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Nasib Silvi sedang sial. Ia menjadi korban 
jerat aplikasi pinjaman online “PT. Kanan 
Kiri Sama Saja”. Ia meminjam utang 
dengan bunga yang tinggi, sehingga ia 
tidak bisa melunasinya tepat waktu. 
Naasnya pihak aplikasi pinjaman online 
tidak mau tahu. Pihak aplikasi tersebut 
lantas memanfaatkan “foto KTP”, 
“foto wajah” dan “data pribadi” milik 
Silvi yang ada di handphonenya untuk 
disebarluaskan kepada khalayak orang 
lain dengan maksud agar Silvi patuh 
melunasi utangnya.
 
Kalau yang seperti ini sob, sudah masuk 
kategori tindak pidana penyebaran 
informasi elektronik dan data 
kependudukan milik orang lain secara 
melawan hukum. Untuk itu kamu bisa 
melaporkan tindakan ini kepada kepolisian 
setempat.

Secara hukum, tindakan penyebaran data pribadi dan 
data kependudukan milik orang lain kepada pihak lain 
atau publik tanpa adanya persetujuan dari pemilik data 
pribadi merupakan tindakan yang dilarang.



12

Larangan penyebaran data pribadi atau informasi 
elektronik milik orang lain misalnya terdapat pada 
ketentuan Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 juncto Pasal 48 ayat 
1, 2, dan 3 UU ITE.

   Pasal 32 UU ITE

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, 
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, 
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
milik Orang lain atau milik publik.

2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan 
atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik[1] Orang 
lain yang tidak berhak.

3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat 
rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan 
keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Bagi yang melanggar ketentuan Pasal 32 UU ITE 
tersebut, maka pelakunya dapat dikenakan ancaman 
sanksi pidana penjara maupun denda sebagaimana 
ketentuan Pasal 48 UU ITE:
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Perlindungan data pribadi dalam UU ITE juga bersifat 
lebih luas dan holistik, dimana ia mencakup pada 
penikmatan atas kehidupan pribadi, terbebas dari 
segala macam gangguan, dapat berkomunikasi dengan 
orang lain tanpa dimata-matai, dan pengawasan atas 
akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data 
seseorang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU ITE, 
penggunaan data pribadi seseorang hanya bisa 
dilakukan sejauh telah ada persetujuan dari pemilik 
data pribadi tersebut. Bila tidak ada persetujuan, maka 
data pribadi tersebut tidak bisa digunakan oleh pihak 
lain.

   Pasal 26 UU ITE

1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan, penggunaan setiap informasi melalui media 
elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang 
harus dilakukan atas persetujuan Orang yang 
bersangkutan.

2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan 
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-
Undang ini.
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Selain dilarang dalam UU ITE, larangan penyebaran data 
milik orang lain, khususnya data kependudukan seperti 
data dalam identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) juga 
diatur dalam ketentuan Pasal 95A Undang-undang No. 
24 Tahun 2013 juncto Undang-undang 
No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan.

   Pasal 95A UU Administrasi                
   Kependudukan

“Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data 
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 
ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Bila informasi elektronik milikmu 
dicuri atau disebarluaskan oleh pihak 
administrator maupun penagih utang 
aplikasi pinjaman online, maka kamu 
telah menjadi korban penyebaran data 
pribadi. Untuk itu, ada beberapa langkah 
hukum yang bisa kamu lakukan:
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1.Membuat Laporan Pidana ke Kepolisian 
dengan dasar aduan adanya dugaan 
penyebaran data pribadi dan informasi 
elektronik milik orang lain secara 
melawan hukum.

2.Mengajukan gugatan Perbuatan 
Melawan Hukum secara keperdataan 
ke Pengadilan Negeri terkait adanya 
praktik melawan hukum yang dilakukan 
oleh pihak aplikasi pinjaman online 
dengan menyebarkan data pribadi, 
data kependudukan, maupun informasi 
elektronik pribadi. 
Dasar hukum yang digunakan dapat 
menggunakan ketentuan Pasal 26 ayat 1 
dan 2 UU ITE maupun Pasal 1365 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata.

3.Mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan Negeri agar pihak Pengadilan 
Negeri menetapkan perintah penghapusan 
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informasi elektronik/dokumen elektronik 
yang tidak relevan kepada Penyelenggara 
Sistem Elektronik.

Dasar hukum yang digunakan dalam 
mengajukan permohonan ini dapat 
menggunakan ketentuan Pasal 26 ayat 
3 UU ITE. Namun sebelum membuat 
Laporan Pidana di Kepolisian ataupun 
mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Negeri, sebaiknya kamu mempersiapkan 
terlebih dahulu bukti permulaan sebagai 
dasar pengajuan laporan. 

Bukti tersebut bisa berupa: 
a) Rekaman Suara; 
b) Rekaman Video; 
c) Tangkapan Layar Teks Pesan; 
d) Saksi-saksi; 
e) dan lain sebagainya.

***
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SAAT PIHAK APLIKASI 
PINJAMAN ONLINE 
MELAKUKAN TINDAK 
KEKERASAN BERBASIS 
GENDER-ONLINE

3.
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KBGO merupakan bentuk kekerasan berbasis gender 
yang difasilitasi lewat teknologi digital/online, yang 
mana di dalamnya terdapat muatan atau maksud 
melecehkan korban berdasarkan gender atau 
seksualitas. Setidaknya ada beberapa jenis tindakan 
KBG0 yang kerap marak terjadi dalam banyak kasus:

1. Peretasan (cyber hacking)
Hacking atau peretasan merupakan tindakan 
penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa 
persetujuan, untuk mendapatkan akses terhadap 
suatu sistem, dengan tujuan mendapatkan informasi, 
mengubah suatu informasi, dan merusak reputasi 
korban.
Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan 
dilarang oleh ketentuan Pasal 31 juncto Pasal 47 UU 
ITE. 

2. Membuat, meniru, dan manipulasi akun palsu sosial 
media (Impersonation). Impersonation merupakan 
penggunaan teknologi untuk mengambil data-data 
pribadi korban dan membuat akun-akun palsu atas 
nama korban yang bertujuan untuk mempermalukan 
atau menghina korban. Lebih jauh lagi, pelaku bisa 
menggunakan data-data tersebut untuk melakukan 
penipuan. Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum 
dan dilarang oleh ketentuan Pasal 378 KUHP dan juga 
Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 UU ITE. 
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3. Cyber surveillance/stalking/tracking Ini adalah 
aktivitas yang menggunakan teknologi untuk 
menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku 
korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung 
atau pengusutan jejak korban. Berkat perkembangan 
teknologi saat ini, orang lain jadi lebih mudah 
mengetahui keseharian kita dan ke mana saja kita 
pergi. Kemudahan-kemudahan ini dimanfaatkan oleh 
pelaku untuk melacak atau mengusut jejak seseorang.

mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan 
dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak 
korban. Berkat perkembangan teknologi saat ini, orang 
lain jadi lebih mudah mengetahui keseharian kita 
dan ke mana saja kita pergi. Kemudahan-kemudahan 
ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melacak atau 
mengusut jejak seseorang. 

4. Pelecehan online (cyber harassment/spamming) 
Aktivitas ini dilakukan oleh pelaku dengan cara 
membanjiri akun korban dengan komentar, maupun 
pesan yang bertujuan untuk mengganggu, mengancam, 
atau menakut-nakuti korban. Hal ini sering kali ditemui 
di media sosial seperti Twitter, dan pelaku terkadang 
hanya menggunakan akun anonim. Tindakan ini pada 
dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan 
Pasal 289 KUHP. 

1 Pasal 31 UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi 

atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau 

Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”.
2
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5.Rekrutmen online (online recruitment)
Perekrutan siber adalah penggunaan teknologi untuk 
memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam 
situasi yang merugikan dan berbahaya. Tindakan ini 
pada dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh 
ketentuan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45A ayat 1 UU 
ITE dan Pasal 378 KUHP. 

6. Ancaman distribusi foto/video pribadi 
(malicious distribution)
Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan teknologi 
untuk menyebarkan konten-konten yang mengandung 
malware atau perangkat lunak yang dirancang untuk 
merusak, mengontrol, mencuri, data di perangkat 
elektronik seperti komputer dan ponsel. Biasanya 
konten yang berisi malware ini dikirimkan dalam bentuk 
link atau file yang tanpa sadar memberikan akses untuk 
memasang sebuah aplikasi malware. Tindakan ini pada 
dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan 
Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 juncto Pasal 48 ayat 1, 2, dan 
3 UU ITE.
3 Pasal 289 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” [4] Pasal 28 ayat 1 UU ITE: “Setiap 

Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pasal 45A ayat 1 UU ITE: “Setiap Orang yang dengan sengaja 

dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 378 KUHP: 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan 

menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 

utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun”. [5] Pasal 311 KUHP: “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia 

diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya 

sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 

empat tahun.”
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7. Non-consensual dissemination of intimate images
Tindakan membagikan atau menyebarkan foto, video, 
ujaran yang berisi materi seksual seseorang tanpa 
persetujuan dari yang bersangkutan dengan motif 
balas dendam.

8. Sexting
Chat atau komunikasi online bermuatan porno dan 
tidak senonoh tanpa adanya consent/persetujuan 
dari perempuan. Tindakan ini pada dasarnya melawan 
hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 289 KUHP.

9. Morphing
Aktivitas penggunaan suatu gambar atau video dengan 
tujuan merusak reputasi orang yang berada dalam 
konten tersebut. Biasanya pelaku mengambil foto 
wajah korban dan memanipulasi foto tersebut ke 
gambar berbau pornografi.
Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan 
dilarang oleh ketentuan Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 juncto 
Pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 UU ITE.

10. Scammer
Ancaman penipu lewat aplikasi kencan atau media 
sosial. Biasanya pelaku membangun kepercayaan lalu 
mengontak korban agar ia percaya dan setelah itu 
membuat cerita palsu untuk meminta uang.
Tindakan ini pada dasarnya melawan hukum dan 
dilarang oleh ketentuan Pasal 378 KUHP.
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11. Pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming)
Tindakan yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan 
berteman dan membangun hubungan emosional dengan 
anak, dalam rangka untuk menurunkan kesiagaan 
sang anak dalam rangka persiapan untuk melakukan 
aktivitas seksual dengan anak, atau eksploitasi.

Secara hukum, praktik cyber grooming ini bertentangan 
dengan ketentuan Undang-undang No. 35 tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak.

12. Konten ilegal (illegal content)
Aktivitas ini dapat dimaknai dalam artian lebih luas, 
yakni produksi dan distribusi konten yang melawan 
hukum, seperti anjuran kekerasan, konten eksploitasi 
seksual, atau bahkan konten yang bermuatan kekerasan 
itu sendiri yang dilarang oleh hukum.

13. Penghinaan (online defamation)
Penghinaan secara online sebagai suatu bentuk KBGO 
dapat dilihat jika di dalamnya memuat unsur fitnah, 
tuduhan tak berdasar, maupun manipulasi fakta yang 
mengarah pada ekploitasi, pelecehan, dan kekerasan 
berbasis gender. Tindakan ini pada dasarnya melawan 
hukum dan dilarang oleh ketentuan Pasal 311 KUHP.5
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5 Pasal 311 KUHP: “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan 

untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang 

diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat 

tahun.”

14. Pelanggaran privasi (infringement of privacy)
Tindakan ini dilakukan dengan cara mengakses, 
menguasai, hingga menyebarkan maupun 
menyalahgunakan data informasi seseorang yang 
bersifat sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini 
biasanya ditujukan terhadap data pribadi seseorang 
yang tersimpan pada sistem elektronik, yang apabila 
diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban 
secara materil maupun immateril. Tindakan ini pada 
dasarnya melawan hukum dan dilarang oleh ketentuan 
Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 juncto Pasal 48 ayat 1, 2, dan 
3 UU ITE.
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Nita adalah seorang Freelance Model 
privat. Namun karena masa pandemi 
COVID-19, Nita kesulitan mendapatkan 
pekerjaan untuk sesi potret foto model. 
Nita memutuskan untuk mengajukan 
pinjaman online kepada sebuah aplikasi 
bernama “Dompetku Tebal Banget”. Namun 
ternyata, Nita tak kunjung mendapatkan 
penghasilan tambahan. Walhasil dia 
kesulitan melakukan pelunasan utang. 
Pihak aplikasi lantas meneror Nita, dan 
melakukan sexting terhadap Nita dengan 
mengirimkan kata-kata mesum dan cabul. 
Nita lantas menolak dan menegur pihak 
aplikasi, namun pihak aplikasi tidak mau 
mendengarkan dan menerima 
teguran Nita.
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Kisah Nita ini menunjukkan bahwa 
permasalahan pinjaman online yang 
dihadapi perempuan sangat memperbesar 
kemungkinan terjadinya KBGO dan 
menyebabkan ketertindasan perempuan 
berkali lipat. Sexting yang dilakukan oleh 
pihak aplikasi pinjaman online tersebut 
dapat dilaporkan ke Kepolisian.
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Bila terjadi suatu KBGO yang di dalamnya 
memuat unsur pidana dan diatur oleh 
ketentuan hukum pidana tertentu, 
kamu dapat melaporkan peristiwa KBGO 
tersebut dengan membuat Laporan 
Pidana ke Kepolisian dengan dasar 
hukum terkait sebagaimana disebutkan 
sebelumnya.

Namun sebelum membuat Laporan 
Pidana di Kepolisian, sebaiknya kamu 
mempersiapkan terlebih dahulu bukti 
permulaan sebagai dasar pengajuan 
laporan. Bukti tersebut bisa berupa: 
a) Rekaman Suara; 
b) Rekaman Video; 
c) Tangkapan Layar Teks Pesan; 
d) Saksi-saksi; 
e) dan lain sebagainya.



27

Selain itu, kamu juga dapat membuat 
Laporan/Aduan Khusus adanya KBGO 
ini secara langsung maupun bersurat ke 
Komnas Perempuan. Hal ini dikarenakan 
berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Presiden RI No. 65 Tahun 2005 tentang 
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 
Perempuan disebutkan bahwa Komnas 
Perempuan memiliki sejumlah mandat 
dan wewenang yang salah satunya adalah 
melaksanakan pemantauan, termasuk 
pencarian fakta dan pendokumentasian 
tentang segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan dan pelanggaran 
hak asasi manusia perempuan.

Selain itu, keberadaan Komnas 
Perempuan juga dimaksudkan untuk 
melaksanakan mandat-mandat 
sebagaimana tertuang dalam Konvensi 
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan 
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yang telah diratifikasi oleh Indonesia 
melalui Undang-undang No. 7 Tahun 
1984, dimana Negara memiliki kewajiban 
untuk menjalankan perlindungan hukum 
terhadap hak perempuan atas dasar 
persamaan dengan kaum laki-laki, dan 
untuk menjamin perlindungan bagi 
kaum perempuan yang aktif terhadap 
setiap perilaku diskriminatif, melalui 
pengadilan nasional yang kompeten dan 
badan-badan pemerintah lainnya, dan 
juga melarang segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan.

***
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TINDAKAN 
PENIPUAN4.
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Penipuan merupakan pernyataan yang disampaikan 
untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan 
orang lain. Dalam kasus pinjaman online, tindak 
pidana penipuan yang sering terjadi adalah pemberian 
dan penyebaran info pinjaman yang lebih besar dari 
jumlah pinjaman sebenarnya, pemberian nomor virtual 
account yang salah atau kamu dapat juga diminta untuk 
membayarkan pinjaman online ke rekening tertentu 
diluar sistem pembayaran yang sudah disebutkan 
dalam Term and Condition, serta bentuk tindak pidana 
penipuan lainnya.   

Joni meminjam di aplikasi Pinjaman Online 
“Ngutang Heboh” dengan nilai pinjaman 
pokok dan bunga yang tertera pada 
aplikasi sebesar Rp. 2.000.000. Namun, 
tiba-tiba saja Debt Collector Ngutang 
Heboh meminta Joni membayarkan 
pinjaman sebesar Rp.2.500.000 dengan 
alasan bunganya sudah berkembang. 
Hal ini dilakukan Debt Collector agar 
perusahaan aplikasi pinjaman online 
mendapatkan keuntungan lebih besar 
dari pembayaran yang dilakukan Joni.
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 Hal ini merupakan tindak pidana penipuan 
loh, kamu bisa laporin hal ini kepada 
kepolisian setempat.

Tindak pidana penipuan secara khusus diatur dalam 
Pasal 378 KUHP. Namun, pada tindak pidana penipuan 
yang dilakukan menggunakan media elektronitk secara 
khusus diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 UU 
ITE, yang berbunyi :

   Pasal 378 KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang 
maupun  menghapuskan piutang diancam karena 
penipuan dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun.

   Pasal 28 ayat (1) UU ITE :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
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   Pasal 45 ayat (2) UU ITE :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/
atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah)

Namun, sebelum membuat Laporan Pidana di 
Kepolisian, sebaiknya kamu mempersiapkan terlebih 
dahulu bukti permulaan sebagai dasar pengajuan 
laporan. Bukti tersebut bisa berupa: 
a) Rekaman Suara; 
b) Rekaman Video; 
c) Tangkapan Layar Teks Pesan yang membuktikan    
   adanya penipuan; 
d) Saksi-saksi; 
e) dan lain sebagainya.
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TINDAKAN 
FITNAH5.
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Pada kasus pinjaman online, korban kerap mengalami 
tindak pidana fitnah. Tindak pidana fitnah yang dialami 
dapat berupa  penyebaran informasi bohong yang 
menyatakan bahwa kamu menyertakan kontak-kontak 
darurat yang tidak pernah kamu berikan sebelumnya, 
penyebaran informasi bohong yang menyatakan 
bahwa kamu tidak memiliki itikad baik untuk melunasi 
pinjaman padahal kamu telah secara jelas kapan kamu 
akan melunasi pinjaman kepada pihak penyelenggara 
aplikasi pinjaman online, dan bentuk penyampaian 
berita bohong lainnya.

Tindak pidana fitnah  secara khusus diatur dalam Pasal 
311 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau 
menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk 
membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat 
membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya 
sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah 
memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 
empat tahun.”
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Pada dasarnya Penipuan dan Fitnah sama-

sama merupakan tindakan penyampaian 

berita bohong, namun penipuan dilakukan 

untuk memperoleh keuntungan materiil 

sedangkan fitnah belum tentu dilakukan 

untuk memperoleh keuntungan materiil. 

Fitnah dapat dilakukan untuk merusak 

kehormatan seseorang, merusak relasi 

maupun kerugian-kerugian 

non-materiil lainnya.
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Sebelum membuat Laporan Pidana 
di Kepolisian, sebaiknya kamu 
mempersiapkan terlebih dahulu bukti 
permulaan sebagai dasar pengajuan 
laporan. Bukti tersebut bisa berupa: 

***

Rekaman Suara; 
Rekaman Video; 
Tangkapan Layar Teks Pesan adanya 
Fitnah; 
Tangkapan layar yang menyatakan 
bahwa kamu     menyertakan nomor 
telepon orang yang tidak       pernah 
kamu sertakan sebagai penjamin; 
Saksi-saksi; 
dan lain sebagainya.

a.
b.
c.

d.

e.
f.
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ALUR PEMBUATAN LAPORAN 
PIDANA DI KEPOLISIAN6.
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Setelah menyiapkan alat bukti yang dibutuhkan, kamu 
dapat melakukan pelaporan tindak pidana kepada 
Kepolisian (Polres atau Polda) setempat dengan 
dasar hukum terkait. Setelah membuat laporan di 
Kepolisian, pastikan kamu mendapatkan Surat Tanda 
Terima Laporan Polisi (STTLP) sebagai bukti kamu telah 
membuat laporan pidana di Kepolisian dan itu adalah 
hak kamu sebagai Pelapor.

Untuk mengetahui perkembangan laporan yang 
sudah kamu buat, kamu berhak mendapatkan Surat 
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan 
(SP2HP). SP2HP ini merupakan bentuk tanggung jawab 
dan transparansi Kepolisian atas laporan pidana yang 
kamu ajukan.

Selanjutnya proses penyelidikan dan penyidikan atas 
perkara yang kamu laporkan akan diperiksa oleh 
Kepolisian sesuai dengan ketentuan KUHAP dan aturan 
lain yang berlaku.
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Namun apabila Kepolisian melakukan 
penghentian penyidikan perkara yang 
kamu laporkan dengan menerbitkan Surat 
Pemberitahuan Penghentian Penyidikan 
(SP3), maka kamu dapat mengajukan 
gugatan pra-peradilan ke Pengadilan 
Negeri dimana Kantor Kepolisian tersebut 
berada jika kamu tidak menyetujui alasan 
penghentian penyidikan.
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Pengumpulan Bukti dan Analisa Dasar Hukum Laporan Pidana 

01
Membuat Laporan pada Sentra Pelayanan Kepolisian  Terpadu 

(SPKT) POLRES atau POLDA setempat

Laporan DitolakLaporan Diterima:
Mendapatkan Surat
Tanda Terima Laporan 
Polisi (STTLP)

Laporan 
di SP3

Laporan 
Ditindaklanjuti

Melaporkan 
kepada 
KOMPOLNAS, 
DIVPROPAM 
ATAU IRWASUM

Mengajukan
Paraperadilan

Laporan belum 
ditindaklanjuti 
hingga 1 bulan, 
kamu dapat
mengirimkan 
SP2HP

Pemeriksaan 
Pelapor 
Pemeriksaan 

Tahapan Penyidikan : 
Penetapan Tersangka, 
Pelengkapan alat bukti 
dan Pemeriksaan 
lanjutan

Pelimpahan dan 
Pemeriksaan berkas 
perkara di Kejaksaan

Bila bukti sudah cukup dan 
berkas sudah lengkap kejaksaan 
melimpahkan perkara di 
Pengadilan Negeri untuk 
diperiksa dan diadili

x

02
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LANGKAH-LANGKAH 
ADVOKASI NON-LITIGASI7.
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Dalam upaya advokasi strategis, langkah-langkah 
litigasi pada umumnya tidak dapat berjalan dengan 
maksimal jika tidak diikuti dengan upaya-upaya non-
litigasi. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki 
iklim dan sistem hukum yang cukup kuat untuk 
melindungi korban. Berdasarkan pada hal tersebut, 
kamu membutuhkan upaya-upaya non-litigasi untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dialami. 

Upaya non-litigasi yang dapat kamu lakukan adalah 
sebagai berikut :

1. Melakukan Pengaduan Kepada Lembaga-lembaga 
Negara Terkait

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah One Regulatory 
Body atau satu-satunya lembaga negara yang 
bertanggung jawab penuh terhadap seluruh layanan 
jasa keuangan yang berkembang di Indonesia. OJK 
bertugas melakukan pengaturan, pengawasan dan 
penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran aturan di 
sektor jasa keuangan. Hal ini selaras dengan apa yang 
diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6. Undang-undang Nomor 
21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 
OJK), sebagai berikut :
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Pasal 4 :
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan 
di dalam sektor jasa keuangan:

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan 
akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh 
secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan 
masyarakat.

Pasal 5 :
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan 
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
 
Pasal 6 :
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan 
terhadap:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, 
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga 
Jasa Keuangan Lainnya.
 
Berdasarkan pada hal tersebut, kamu dapat 
mengadukan permasalahan pinjaman online yang 
kamu alami kepada OJK. Hal ini agar OJK sebagai One 
Regulatory Body dapat melakukan fungsi pengawasan 
bahkan penjatuhan sanksi kepada pinjaman online 
sebagai bagian dari layanan jasa keuangan.
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b.Kementerian Komunikasi dan Informasi 
(KEMENKOMINFO)
Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan 
jasa keuangan dalam rangka pinjam meminjam 
menggunakan sistem elektronik dan berbasis teknologi 
informasi. 

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi 
manusia di bidang teknologi informasi, salah satu 
lembaga yang memiliki peran untuk menanggulangi 
permasalahan tersebut adalah Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (KEMENKOMINFO). 

Hal ini sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2015 
tentang Kementerian Komunikasi dan Informastika 
(PERPRES 54/2015). Korban pinjaman online kerap 
mengalami permasalahan berupa penyalahgunaan 
data pribadi, penipuan dan berbagai pelanggaran HAM. 
Berdasarkan pada kewenangan 
dan tanggung jawab KEMENKOMINFO yang diatur 
dalam Perpres 54/2015, kamu berhak mengadukan 
permasalahan yang kamu alami kepada KEMENKOMINFO 
juga loh.
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c.Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia 
(KOMNAS HAM)
KOMNAS HAM adalah lembaga negara yang bertujuan 
untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi 
pelaksanaan hak asasi manusia, meningkatkan 
perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang 
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 
HAM).

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kasus-kasus 
pinjaman online, korban kerap mengalami pelanggaran 
hak atas rasa aman, hak atas privasi dan pelanggaran 
hak asasi manusia lainnya. Jika kamu mengalami 
penyebaran KTP, penyebaran foto diri, penyebaran 
data pribadi yang ada pada gawai mu atau ancaman 
kekerasan, kamu dapat mengadukan hal tersebut 
kepada KOMNAS HAM. 

d. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(KOMNAS Perempuan)
KOMNAS Perempuan adalah lembaga yang hadir untuk 
mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan 
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan 
penegakan hak-hak perempuan di Indonesia serta 
meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan 
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan 
perlindungan hak-hak asasi perempuan.
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Berdasarkan jumlah pengaduan yang diadukan kepada 
LBH Jakarta, 72 % korban pinjaman online adalah 
perempuan dan sebagian diantaranya mengalami 
pelecehan seksual dalam proses penagihan pinjaman 
online. kamu dapat mengadukan perbuatan tersebut 
kepada KOMNAS Perempuan

“Kirimin dong Foto / Video telanjang 
mu biar saya anggap hutang mu lunas”, 
“Kamu mau hutangmu lunas,? Yaudah, 
kamu tidur aja sama saya” atau “Kalau 
kamu tidak sanggup membayar hutang, 
jual diri aja”
 
Kalimat-kalimat diatas adalah kalimat 
yang sering dikatakan oleh Debt Collector 
kepada korban pada saat menagih 
pinjaman. Kalimat tersebut adalah bentuk 
pelecehan seksual.
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e.Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Divisi 
Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia 
(DIVPROPAM POLRI) atau Inspektorat Pengawasan 
Umum Kepolisian Republik Indonesia 
(IRWASUM POLRI)
Sebagaimana disampaikan pada mekanisme pelaporan 
pidana, kamu berhak mendapatkan perlindungan 
dan kepastian hukum dalam setiap pelanggaran 
hukum yang kamu alami. Untuk dapat menjamin hal 
tersebut, kepolisian harus menjamin kualitas kerja dan 
profesionalisme terbaik.

Namun, kerap kali korban pinjaman online yang 
melaporkan tindak pidana tidak mendapatkan 
kebutuhan perlindungan dan kepastian hukum 
sebagaimana mestinya, seperti penolakan laporan 
tindak pidana, ketidakjelasan tindak lanjut penanganan 
kasus atau penghentian peyidikan untuk alasan yang 
tidak jelas. Jika kamu mengalami hal tersebut, kamu 
dapat melaporkannya kepada KOMPOLNAS, DIVPROPAM 
atau IRWASUM.

KOMPOLNAS, DIVPROPAM dan IRWASUM POLRI adalah 
lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan 
terhadap kinerja kepolisian dan menjamin kualitas 
profesionalisme kepolisian dalam menjalankan 
tugasnya ditengah masyarakat. Jadi jika kamu merasa 
bahwa polisi tidak serius atau tidak professional dalam 
menangani laporan mu, kamu dapat melaporkannya 
kepada 3 lembaga negara tersebut.
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f. Ombudsman
Ombudsman adalah lembaga negara mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan 
oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di 
pusat maupun di daerah.  

Jadi, apabila setelah melaporkan pelanggaran hukum 
dan hak asasi manusia kepada lembaga-lembaga negara 
diatas laporan mu tidak ditindak lanjuti atau tidak 
ditangani dengan maksimal, kamu dapat melaporkan 
hal tersebut kepada ombudsman.

Misalnya, kamu melaporkan kekerasan seksual yang 
kamu alami kepada kepolisian, namun ditolak oleh 
polisi. Kamu kemudian melaporkan penolakan laporan 
tersebut kepada DIVPROPAM, namun tidak juga 
ditindaklanjuti oleh DIVPROPAM. Maka, kamu berhak 
melaporkan hal tersebut kepada OMBUDSMAN sebagai 
bentuk pengaduan dari pelanggaran procedural 
penyelenggaraan pelayanan publik.
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2. Mencari Kawan Yang Mengalami Hal Serupa
Kekuatan Korban merupakan kekuatan yang paling 
besar dalam setiap advokasi. Satu orang korban yang 
berjuang sendiri terhadap kasusnya tentu akan terasa 
lebih berat dibandingkan dengan sepuluh korban yang 
berjuang bersama untuk memperoleh keadilan. 

Oleh karenanya, hal lain yang dapat kamu lakukan 
adalah mencari dan bergabung dengan forum-forum 
korban pinjaman online di Facebook, Instagram dan 
WhatsApp. Melalui forum-forum tersebut kamu dapat 
saling membagi pengalaman, saling menguatkan 
bahkan bekerja sama dalam perjuangan memperoleh 
keadilan.  

3. Melakukan Kampanye
Kampanye yang masif memiliki posisi yang sangat 
penting dalam memperjuangkan keadilan bagi korban. 
Hal ini dikarenakan tekanan publik mempunyai 
kemampuan yang sangat besar untuk mendorong 
perlindungan terhadap korban. 

Selain itu kampanye dapat sangat bermanfaat untuk 
mecegah semakin banyaknya korban yang mengalami 
pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan 
pada hal tersebut dibutuhkan kampanye yang masif 
dilakukan oleh korban sendiri untuk menekan upaya 
litigasi dan advokasi, serta mencegah semakin 
banyaknya korban berjatuhan.
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Kamu bisa mulai melakukan kampanye dengan 
menyampaikan pengalamanmu menggunakan pinjaman 
online di forum-forum diskusi korban pinjaman online 
atau menceritakan kasus yang kamu alami di social 
media yang kamu punya. Hal ini juga merupakan bagian 
dari upaya kampanye loh…

4. Terlibat dalam Advokasi Kebijakan/Regulasi
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa hal 
yang menjadi akar permasalahan pelanggaran hukum 
dan hak asasi manusia pada kasus pinjaman online 
adalah tidak adanya regulasi yang mampu memberikan 
perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi 
masyarakat pengguna pinjaman online. 

Jika permasalahan ini tidak diselesaikan, penanganan 
permasalahan pinjaman online hanya akan menjadi 
pola “mati satu tumbuh seribu”. Oleh karena itu peran 
kamu sebagai korban bersama dengan organisasi 
masyarakat sipil yang memiliki konsentrasi terhadap 
permasalahan pinjaman online sangat penting untuk 
mendorong adanya kebijakan atau regulasi yang 
mampu memberikan perlindungan hukum dan hak 
asasi manusia bagi masyarakat pengguna aplikasi 
pinjaman online.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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REKOMENDASI RUJUKAN KE 
LEMBAGA LAIN TERKAIT
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